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Abstract: Based on the results of the researcher’s observations, the awareness of the importance of health affected by COVID-
19 in the Seluma Regency community is low. The Seluma community seems to “underestimate” the danger of covid-19. The 
effect of sanctions on the people of Seluma Regency does not provide a deterrent effect. The level of coordination of the Covid-
19 Task Force needs to be improved. especially regarding the performance of the Seluma Regency Satpol PP. The research 
carried out is Empirical Qualitative Research with research subjects namely the Covid-19 handling task force, Satpol PP, Seluma 
Regency Government and the general public. Problem solving is assessing the implementation, evaluation, sanctions, on the 
application of the regent’s regulation as long as number 26 of 2020 concerning the application of discipline and law enforce-
ment of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19. the role of the civil service police unit in the discipline 
of the covid protocol and violations committed by the district community as long as the behavior of the community is based 
on the regent’s regulation number 26 of 2020. This study used guidelines for observation, and interviews. Research data were 
analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the level of public compliance with the enforcement of Seluma 
Regent Regulation number 26 of 2020 carried out by Satpol PP is still low because many people violate health protocols such 
as creating crowds, not wearing masks and not washing hands, this is caused by negligence. and reasons for not being used to 
implementing health protocols. The results of this study indicate that the public has always assessed that the enforcement of the 
regent’s regulation number 26 which was carried out by the Satpoll was maximal enough, such as socialization, prevention and 
prosecution for violations of health protocols carried out by the PP.
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Abstrak: Berdasarkan hasil observasi peneliti Kesadaran pentingnya kesehatan terdampak covid -19 masyarakat Kabupaten 
Seluma yang rendah Masyarakat Seluma terkesan ‘’meremehkan’’ bahaya covid-19 Efek sanksi bagi masyarakat Kabupaten 
Seluma tidak member efek jera  Tingkat koordinasi gugus Tugas penanggulangan Covid – 19 yang perlu di tingkatkan khusus-
nya perihal kinerja Satpol PP Kabupaten Seluma. Penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian Kualitatif Empiris dengan subjek 
Penelitian yaitu gugus tugas penanganan Covid-19, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten Seluma serta Masyarakat umum Pe-
mecahan masalah yaitu menilai Pelaksanaan, evaluasi, sanksi, atas penerapan peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020 
tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. 
peran satuan polisi pamong praja atas disiplin protokol covid serta pelanggaran yang dilakukan masyarakat kabupaten seluma 
perilaku masyarakat seluma atas peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pedoman ob-
servasi, dan wawancara Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kepatuhan 
masyarakat seluma terhadap penegakan Peraturan Bupati Seluma nomor 26 tahun 2020 yang di lakukan oleh Satpol PP 
masih rendah masih karena banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti menciptakan kerumunan, tidak 
memakai masker dan tidak mencuci tangan, hal tersebut di sebabkan oleh kelalaian serta alasan belum terbiasa menerapkan 
protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat seluma menilai penegakan peraturan bupati seluma nomor 
26 yang di lakukan satpoll sudah cukup maksimal seperti sosialisasi, pencegahan dan penindakan atas pelanggaran protokol 
kesehatan yang dilakukan oleh saptol pp 
Kata kunci: peraturan Bupati, Satpol PP, Covid-19
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Pendahuluan
Penegakan hukum dapat diartikan proses dilaku-
kannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya 
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 
perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berneg-
ara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum 
itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat 
pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh 
subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam 
arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan se-
mua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya 
mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewa-
jiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas 
hukum, dimensi hak dan kewajiban secara paralel 
dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi 
manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi 
manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, 
issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan 
persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya 
dengan persoalan kekuasaan. 
Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentu-
lah berisi rumusan hak-hak dan kewajibankewajiban 
yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara 
akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban 
asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang 
niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan 
keadilan. Dalam setiap hubungan hukum.
Siapa saja yang menjalankan aturan normatif 
atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan ses-
uatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari 
segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya di-
artikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum 
tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa 
suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharus-
nya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila 
diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenan-
kan untuk menggunakan daya paksa.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum 
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 
dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan 
menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, 
maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang di-
jabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 
sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  Ber-
beda dengan istilah law enforcement, yang sekarang 
diberi makna represif, sedangkan yang preventif 
berupa pemberian informasi, Persuasive, dan petun-
juk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan 
dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika 
dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian 
hukum. 
Upaya penegakan hukum secara sistemik harus-
lah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, 
sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu 
sendiri secara internal dapat diwujudkan secara inyata 
namun keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan 
hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga me-
merlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya 
penegakan hukum hanya satu elemen saja dari kes-
eluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang 
mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum 
tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak 
atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai 
keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. 
Hak hidup sehat yang dimaksud diantaranya ihak 
untuk terbebas dari ancaman penyakit. Oleh karena 
itu pemerintah bertanggung jawab mewujudkan ihal 
tersebut melalui pembuatan peraturan perundang-
undangan di bidang kesehatan, salah satunya iyaitu 
membentuk suatu peraturan Dalam rangka melaksan-
akan otonomi daerah Provinsi dipimpin oleh iKepala 
Daerah Provinsi yang disebut Gubernur yang juga 
bertindak sebagai wakil Pusat di Daerah kemudian 
di daerah otonom tingkat dua kepala daerah di sebut 
Bupati yang memimpin suatu distrik Kabupaten iyang 
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negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah.
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan 
negara, yang merupakan hasil pembentukan per-
aturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di 
Tingkat Daerah.
Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom 
(Verordnung und Autonome Satzung)
Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom ber-
fungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-
undang. Hal yang membedakan dari kedua peraturan 
tersebut adalah dimana peraturan pelaksanaan ber-
sumber dari kewenangan delegasi, sedangkan pera-
turan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.
Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia 
sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh 
Hans kelsen yaitu Stuffenbau Theory, secara umum 
dapat dikelompokan peraturan perundang-undangan 
dalam empat tingkat yaitu: 
1) Kekentuan yang memuat norma dasar
2) Ketentuan legislatif yang menjabarkan norma 
dasar
3) Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan se-
bagai aturan pelaksanaan; dan
4) Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan se-
cara rinci peraturan pemerintah.
Berdasarkan teori Hans Kelsen, struktur tata hu-
kum Indonesia adalah: 
1) Staats funda mental norm: Pancasila (Pembukaan 
UUD 1945)
2) Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, TAP 
MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3) Formell Gesetz : Undang-Undang
4) Verordnung & Autonome Satzung : secara hierar-
kis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga iKepu-
tusan Bupati atau Walikota.
1Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 2008), h. 406
2Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional…, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 
2011), h. 8
3Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh 
Munakahat Undang-Undang Perkawinan),  (Jakarta: Kencana, 2011), h. 
115
4Soemiati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, 
cet. ke-2. (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 118
5Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet. ke-3, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2012), h. 104
6Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, cet. ke-3, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2012), h. 107
7Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group,, 2011), h. 3
8Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Ce-
takan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 14
ada diseluruh Indonesia.
Penyusunan rancangan tata perundang-undangan 
di daerah baik itu dalam bentuk Peraturan daerah, 
peraturan Gubernur, Bupati/Wali Kota maupun yang 
bersifat individual kongkret dan final ialah salah satu 
produk hukum daerah tidak terlepas dari ketentuan 
mengenai penyusunan peraturan perundang-undan-
gan sehingga setiap proses pembentukan peraturan 
tersebut perlu memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar dalam pembentukannya 




Peraturan perundang-undangan di Indonesia te-
lah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Un-
dangan. Pengertian peraturan perundang-undangan 
menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti 
pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-
undangan adalah keputusan tertulis negara iatau ipe-
merintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah ilaku 
yang bersifat dan mengikat secara umum.  Penger-
tian lain mengenai peraturan perundang-undangan 
menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat 
Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk iberdasar-
kan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat 
atribusi maupun bersifat delegasi. 
Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-
undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) 
mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: 
a. Perundang-undangan merupakan proses pem-
bentukan/proses membentuk peraturan-peraturan 
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Kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-
undangan sesuai dengan hierarki peraturan perun-
dang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 iayat 
(1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undann-
gan. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-
undangan menurut Bagir Manan mengandung be-
berapa prinsip, yakni:
a) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih ren-
dah harus bersumber atau memiliki dasar hukum 
dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat 
lebih tinggi.
b) Isi atau materi muatan peraturan perundang-un-
dangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyim-
pangi atau bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dibuat tanpa wewenang (onbevoegd) atau melam-
paui wewenang (deternement de pouvouir).
c) Harus diadakan mekanisme yang menjaga dan 
imenjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi 
atau dilanggar.
Kedudukan Peraturan Bupati Dalam Sistem Pe-
rundangan Undangan Di Indonesia
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Un-
dangan i(“UU i12/2011”) mengatur bahwa: Jenis dan 
hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri iatas:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;




a. Peraturan Daerah Provinsi; dan Memperkuat up-
aya penanganan kesehatan akibat corona virus 
disease 2019.
b. Memberikan efek jera bagi setiap orang yang 
melakukan pelanggaran terhadap protokol ikese-
hatan dalam pencegahan dan pengendalian co-
rona virus disease 2019.
Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah Ka-
bupaten seluma adalah melakukan sosialisasi upaya 
untuk mengantarkan pemahaman masyarakat Se-
luma tentang bahaya virus Covid-19, seperti yang di 
isampaikan oleh Wakil Bupati Seluma berikut ini:
“kita sebagai pemerintah bukan kita menghimbau 
pada saat kita ada kesempatan dari kepala daerah-
nya, seperti saya sebagai wakil kepala daerah itetapi 
isaat ada kesempatan bik itu tempat ramai, pesta-
pesta di masjid kita selalu mengingatkan masyarakat 
melaksnakan protokol kesehatan itu.
Dan kita lakukan memberikan contoh kepada pe-
merintah yaitu untuk melaksanakan untuk pencega-
han yang melaksanakan 3M itu na itu utamanya pe-
merintah, pemerintah kabupaten melakukan contoh 
buat masyarakat.” 
Dalam hal Peraturan Bupati Seluma nomor 26 ita-
hun 2020, wakil bupati seluma mengatakan ibahwa 
peraturan tersebut sedang di fokuskan untuk dilaksan-
akan oleh masyarakat apalagi virus Covid-19 belum 
tau kapan akan berakhir seperti yang beliau utarakan 
berikut:
Peraturan bupati memang sudah di terbitkan 
dan juga di terapkan dan ini sudah kita terapkan tu-
gas-tugas covid juga dan gugus pencegahan covid, 
na jadi idi kesempatan ini juga perlu beberapa 
hal yang banyak masyarakat kita dan masyarakat 
awam yang belum memahami artinya covid itu, 
namun kita sudah jelas-jelas kita ini kondisi yang 
abu-abu merah tidak hijau belum tetapi tetap kita 
pemerintah untuk menyarankan dan menghimbau 
bahkan menegaskan  tetap menerapkan protokol 
9Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 
Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), h. 339
10Permenag Nomor 3 Tahun 1975
11Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hl. 287
12Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0092/Pdt.P/2018/
PA.Mna
13Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H 
selaku hakim di Pengadilan Agama Manna
14Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku 
hakim di Pengadilan Agama Manna,
15Algra, dkk. Mula Hukum. (Jakarta: Binacipta, 1983), h. 7.
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kesehatan’’. 
Pelaksanaan penegakan hukum peraturan Bupati 
nomor 26 tahun 2020, terdapat salah satu aparat 
penegak hukum yang ikut melaksanakan peraturan 
tersebut yaitu satuan Polisi Pamong praja atau Satpol 
PP, sebagaimana terdapat di dalam pasal 13 ayat 1 
dan 2 yang berbunyi.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Pandangan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 
Kabupaten Seluma Tentang Penegakan Hukum Pera-
turan Bupati Seluma Nomor 26 tahun 2020 tentang 
Protokol Kesehatan Covid-19
Corona virus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai 
pandemi dunia oleh WHO (WHO, 2020). Coronavi-
rus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara 
hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui 
berawal di kota Wuhan, Cina isejak Desember 2019. 
Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus penyakit 
ini mencapai angka 275, 469 jiwa yang tersebar di 
166 negara, termasuk Indonesia. Presiden Republik 
Indonesia telah menyatakan status penyakit ini men-
jadi itahap iTanggap iDarurat ipada itanggal 17 Maret 
2020. 
Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Pres-
den No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Perce-
patan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketah-
anan inasional idi ibidang ikesehatan; imempercepat 
penanganan Covid-19 melalui sinergi antar ikemente-
rian/ lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan 
antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-
19 Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan op-
erasional; dan meningkatkan kesiapan idan kemam-
puan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons 
terhadap Covid-19.
Deskripsi Polisi Pamong Praja
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 seba-
gaimana telah di iubah menjadi Undang-undang 
inomoe 23 tahun 2012 tentang Pemerintaha Daerah 
mengatur mengenai Pemerintahan Daera yang idida-
lamnya terdapat pasal 148 mengenai Polisi Pamong 
Praja, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa 
Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang 
membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka me-
nyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 
serta menegakkan peraturan daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pe-
merintahan daerah yang melaksanakan tugas Wa-
likota dalam memelihara dan menyelenggarakan 
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta 
menegakkan peraturan daerah dan peraturan atau 
keputusan Walikota. Sedangkan yang dimaksud iden-
gan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum 
adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan 
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan 
kegiatannya dengan tertib dan teratur.
Deskripsi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 
2020 Tentang Penegakan Hukum Protokol Kes-
ehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pen-
gendalian Corona Virus Disease i2019
Peraturan Bupati merupakan peraturan perun-
dang-undangan yang dibuat oleh Bupati berdasarkan 
atas perintah peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Peraturan 
Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencega-
han Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 se-
hingga dapat laksanakan, di tegakan, dikekola, ditata 16Romy Gumilar. Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, dan 
Biaya Ringan…..., h. 2.
17Syafruddin Kalo. Penegakan Hukum...., h. 4
18Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H 
selaku hakim di Pengadilan Agama Manna
19Syafruddin Kalo. Penegakan Hukum...., h. 4
20Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H 
selaku hakim di Pengadilan Agama Manna,
21Sudikno Mertokususmo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar...., h. 
160
22Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara..., h. 272-273
23Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I., 
M.H.selaku hakim di Pengadilan Agama Manna
24Hasil wawancara dengan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., selaku hakim di 
Pengadilan Agama Manna,
25Hasil wawancara dengan Sudiliharti, S.H.I.selaku hakim di Pengadilan 
Agama Manna, 
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dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaan-
nya memberikan nilai dampak social terhadap ting-
kah laku masyarakat kabupaten seluma dalam upaya 
menghadapi Pandemi Covid-19 Peraturan Bupati 
Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terdiri dari 
X (sepuluh) bab, 17 (tujuh belas) pasal diantaranya. 
Kepatuhan Dan Pelanggaran Masyarakat Atas 
Pelaksanaan Peraturan Bupati Seluma Nomor 
26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin 
Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
Covid -19.
Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hu-
kum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan 
untuk menggerakkan pembangunan. Hukum seba-
gai sarana pembangunan merupakan alat bagi oto-
ritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih 
maju.
Kesadaran hukum sangat berkaitan erat dengan 
kepatuhan hukum sebab kesadaran hukum seseorang 
merupakan motivasi yang kuat mengapa seseorang 
patuh terhadap hukum. Secara harfiah kata kesa-
daran berasal dari kata“sadar”, yang berarti insyaf, 
merasa tahu dan mengerti.
Kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan ya-
kin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas 
hak dan kewajib an sebagai warga negara. Kesadaran 
masyarakat lahir dari masyarakat nya itu sendiri yang 
lahir dari kebiasaan dalam masyarakat di pengaruhi 
oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan 
pemerintahnya.
Patuh adalah suka menurut; taat pada perintah, 
aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan. 
Kepatuhan hukum pada hakekat nya adalah ke-
sadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum 
yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekue-
nsi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwu-




Tingkat kepatuhan masyarakat seluma terhadap 
penegakan Peraturan Bupati Seluma nomor 26 tahun 
2020 yang di lakukan oleh Satpol PP masih rendah 
masih karena banyak masyarakat yang melanggar 
protokol kesehatan seperti menciptakan kerumunan, 
tidak memakai masker dan tidak mencuci tagan, hal 
tersebut di sebabkan oleh kelalaian serta alasan be-
lum terbiasa menerapkan protokol kesehatan padahal 
sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan sudah 
maksimal di tegakkan khususnya oleh Satpol PP di 
Kabupaten Seluma.
Masyarakat Seluma menilai penegakan Peraturan 
Bupati Seluma nomor 26 yang di lakukan Satpoll isu-
dah cukup maksimal seperti sosialisasi, pencegahan 
dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan 
yang dilakukan oleh Saptol PP, hanya saja terkait den-
gan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak 
harus lebih di prioritaskan seperti bantuan pokok, ke-
mudahan pinjaman serta penyediaan akses keseha-
tan gratis.
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